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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia adalah para pembayar
pajak yang hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 50 ayat (3) UU 20/2003.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon
adalah pengujian Pasal 50 ayat (3) UU 20/2003 terhadap Pembukaan, Pasal 28C ayat (1),



Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3)
dan Pasal 36 UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, apabila dihubungkan dengan
kerugian para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon
mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan
pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian. Menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai warga negara
Indonesia yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan dikabulkan ada kemungkinan kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan terpulihkan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu
menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) UU 20/2003 sebagaimana
didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pentingnya pendidikan dalam perspektif UUD 1945, Undang-Undang Dasar
menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah [vide Pasal 31 ayat (4)]. Pada tingkat Undang-Undang,
Pasal 3 UU Sisdiknas juga menentukan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Mahkamah dalam
Putusan Nomor 012/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 halaman 58, berpendapat
bahwa “ ... Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas
kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara
untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi
bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai
hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan
pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat
dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah
untuk membiayainya.” Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-
126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009, pada halaman 385, Mahkamah
mempertimbangkan bahwa, “... sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur
penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain
yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak, pendidikan
merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup
tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan
kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab’;

2. Bahwa dengan dasar filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas,
pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan kebangsaan yang sangat penting yang
menjadi tanggungjawab negara. Di samping terkait dengan tanggung jawab untuk
memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas
secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara.
Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan nation building, dan
tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jatidiri nasional, identitas, dan
kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tegasnya, melalui pendidikan dan pembudayaan, bangsa Indonesia senantiasa harus
berjuang untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia Indonesia berdasarkan
pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap perjuangan bangsa harus dijiwai dan dilandasi



oleh nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu pendidikan
nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila
yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional
dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mewarnai
muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan
tidak hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting pencapaian afektif;

Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa pemerintah
dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan
pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan
pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua
norma yang terkandung dalam pasal a quo, yaitu: i) adanya satuan pendidikan yang
bertaraf internasional dan ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah
menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan
menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. di
samping hal itu, Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang
memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar
kompetensi dari negara maju; daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk
menyebarluaskan keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain di tingkat
internasional); kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja
di luar negeri; kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing
lainnya; kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan
hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan
teknologi komunikasi dan informasi secara profesional. Menurut keterangan Pemerintah,
standar negara maju yang dimaksud adalah standar kompetensi pada salah satu sekolah
terakreditasi di negara anggota Organization for Economic Co-Operation and
Development (OECD) atau negara maju lainnya. Dewasa ini terdapat kecenderungan kuat
dari negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan satuan pendidikan atau sekolah
bertaraf internasional, walaupun penyebutannya berbeda-beda. SBI ini menjadi pusat-
pusat unggulan pendidikan (centre of excellence) dan sekaligus menjadi model bagi
sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan diri, sehingga kualitas, relevansi, dan proses
pendidikan Indonesia mendapat pengakuan secara intemasional. Menurut Pemerintah
Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam
percaturan global. Peran aktif itu hanya dapat terlaksana jika Indonesia memiliki sumber
daya manusia yang memiliki daya saing global;

Bahwa berdasarkan kerangka filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas,
dikaitkan dengan konsepsi SBI sebagaimana dimaksudkan dalam UU Sisdiknas,
Mahkamah dapat memahami maksud baik pembentuk Undang-Undang untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar peserta didik memiliki daya saing
tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau
harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Walaupun demikian, menurut
Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh
konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan
sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama
dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri
bangsa. Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia.
Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan
menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia;

Bahwa walaupun RSBI adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi SNP, dan
diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI =
SNP + Pengayaan), tetapi tidak dapat dihindari pemahaman dan praktik bahwa yang
menonjol dalam RSBI (sebagaimana terungkap dalam keterangan para saksi dan ahli di
persidangan) adalah bahasa internasional atau lebih spesifik bahasa Inggris. Mahkamah
tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi



peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan global, tetapi menurut Mahkamah
istilah “berstandar Internasional” dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dengan
pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap
jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa
dan budaya nasional Indonesia. Kehebatan peserta didik yang penekanan tolok ukurnya
dengan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah tidak tepat. Hal
demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa
nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Menurut Mahkamah
output pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk
bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi
lebel berstandar internasional. Di samping tidak ada standar internasional yang menjadi
rujukan, istilah “internasional” pada SBI/RSBI sebagaimana dipahami dan dipraktikkan
selama ini dapat melahirkan output pendidikan nasional yang lepas dari akar budaya
bangsa Indonesia. Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional,
artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain (walaupun menurut
keterangan pemerintah RSBI tetap harus memenuhi standar nasional) hal demikian
bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun
kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

Bahwa SBI/RSBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan
kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-SBI/RSBI. Implikasi
pembedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus SBI/RSBI saja
yang menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus
SBI/RSBI, sementara sekolah yang berstatus SBI/RSBI adalah sangat terbatas. Menurut
Mahkamah, hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak
sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan
kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama
dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang
dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus pembedaan perlakuan antara berbagai
sekolah yang ada. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh
warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara
tanpa terkecuali dan tanpa pembedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang
dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai
keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. Menurut Mahkamah pengakuan dan
perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan
kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya pembedaan perlakuan
dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul
pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata;

Bahwa pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh
mereka yang mampu secara ekonomi. Hal demikian bertentangan dengan prinsip
konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara.
Terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara
sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, kewajiban
pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu
satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan
pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan
terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa
yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas
pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang
berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi;



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan para
Pemohon beralasan menurut hukum, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

1.1. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya;



